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PUTUSAN
Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

et .ww/ B .
s ey
DEMI KEADILAN BERD ASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Watangsoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama, telah menjatuhakan putusan dalam perkara cerai talak, antara:
Zulkifti bin Mursaling, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
tukang batu, tempat kediaman di jalan H. Samampa, Kelurahan
Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai
Pemohon;
melawan :
Suilfiani binti Umar, umir 21 tahilii, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak
ada, tempat kediaman di Salaonro, Kelurahan Ujung, Kecamatan
Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat ;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkarg;
Telah mendengar keterangan Pemohon;,
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17

November 20017, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA. Wsp,

tanggal 17 November Agustus 2017, dengan alasan perceraian, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Palu pada tanggal 10 Desember 1987, berdasarkan
Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7312031012870003, tangga 7 November
2017, yang dikéluarkan oleh Kepala Kartor Dinas Kependudiikan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Soppeng;

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang telah menikah pada
hari Ahad, 15 Januari 2017, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon
berstatus gadis, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0045/045/1/2017,
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tertanggal 16 Januari 2017, sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan
selama menikah fidak péeffiah bercérai:

Bahwa, Pemchon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup rukun selama 1
bulan di rumah tante Termohon di Salaonro, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau,
Kabupaten Soppeng dan tidak dikaruniai anak;

. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon semula berjalan rukun, tetapi pada

bulan Februari 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak
harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan oleh:

- Termohon suka marah dan fidak mensyukuri pénghasilan Termohon;

- Termohon tidak memperhatikan Pemohon selaku suami;

- Termohon selalu saja marah dan meminta surat cerai;
Bahwa, puncak percekcokan antara Pemohon dan Termohon terjajdi pada bulan
Februari 2017, di mana Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon,
namun Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, bahkan Termohon
marah dan mengusir Pemohon, akhirmya Pemohon pergi meninggalkan Termohon
yang hingga saaf ini fidak ada komLinikasi lagi dan Pemohon merasa sudah fidak
bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon:
Bahwa, kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 buian
dan selama itu pula tidak saling memperdulikan;
Bahwa, pihak keluarga Pemohon telah berusaha agar Pemohon dan Termohon
kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga
dengan Termohon Karena fujian perkawinan Unfuk meémbentuk riimah fangga
yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sudak tidak tercapai lagi, sehingga sangat
beralasan apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putus;
PRIMER :

1. Mengabilkan perimononan PEmonon:
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2. Memberi izin kepada Pemohon, Zulkifli bin Mursaling, untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap, Termchon, Sulfiani binti Umar;
Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap
sidang dan Tarmoken fidak datang, tidak mengiitiis 6rang lain atal wakilnya yang san,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan,
tanggal 30 November 2017 dan tanggal 08 Desember 2017, yang dibacakan di depan
sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon, agar rﬁkun dengan

Termohon, tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena

Termochon tidak datang menghadiri sidang;

Bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang vang tertutup

Lntiik umiim, isi dan maksid permohonan Pemohon tetap dipeftahankan:

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohconannya, Pemchon telah mengajukan alat
bukti surat dan menghadirkan pula dua orang saksi, yaitu

A. Bukti Surat ;

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0045/045/1/2017, tanggal 16
Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
COCOK dan barmatérai cUklp yang oleh Keatiia Majslis dibafi 1anda biikti P:

B. Bukti Saksi :

Saksi Pertama :

Basri bin Tellong, umur 47 tahun, agama Islam, memberikan kesaksian yang pada

pokoknya, sebagai berikuf :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termehon sebagai suami istri karena saksi teman
kerja Pemohon dan Termohon istri Pemohon, selama menikah belum dikaruniai
anak;

- Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kedaan rukun,
setelah itu sudah sering bertengkar, penyebabnya karena Termchon pemarah, tidak
mensyukuri pendapatan Pemohondan, tidak perduli Pemohon sebagai suaminya,
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bahkan Termohon sering minta untuk berceraikan, bahkan dengan tega Pemohon
diusir seta saksi melihat bertengkar sebelum berpisah tempat tinggal;

- Bahwa plifcak pérselisinan Pemohon dan Térmohion fefjadi pada biilan Februari
2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena sudah tidak tahan lagi
dengan perlakuan Termohon;

- Bahwa selama kepergian Pemohon sudah tidak pernah memperdulikan Termohon;

- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Pemohon dan Termohon
agar rukun, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua :

Siidarman bin H. Laenre, umdir 41 tahun, agama Islam, memberikan kKesaksian yang

pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi
teman Pemohon dan Termohon istri Pemohon, selama menikah belum ada anak;

- Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kedaan rukun,
setelah itu sudah sering bertengkar, penyebabnya karena Termohon pemarah, tidak
mensyukuri pendapatan Pemohondan tidak perduli Pemohon sebagai suaminya,
bahkan TefMiohon SeéfiAg minta UAflk bercerai, bahkan dengan teéga Pemgchon
diusir seta saksi melihat bertengkar sebelum berpisah tempat tinggal;

- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari
2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena sudah tidak tahan lagi
dengan perlakuan Termohon;

- Bahwa selama kepergian Pemohon sudah tidak pernah memperdulikan Termohon;

- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Pemohon dan Termohon
agar riikin, namdin fidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya
bertetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu
yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, banwa maksid dan fujuan pefmohonan Pemohon, adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
hadir dan Termohon tidak hadir tanpa kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim
menilai Tefmohon fidak bersedia ménggunakan hak jawabnya, sehingga permohonan
Pemohon harus diproses sesuai dengan acara verstek berdasarkan ketentuan pasal
149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar
rukun, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dan
perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi, kerena Termohon tidak pernah datang,
sehingga penerapan aturan mediasi tidak dapat diterapkan atas perkara ini,
sebagaimana maksid PERMA Nomior 1 Tahiin 2016;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakan
permohonan Pemohon, yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap
dipertahankan, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang—-Undang Nomor 7 Tahun
1989, serta Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, pokock masalah permohonan Pemohon, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, apakah benar Pemohon dengan Termchon sering terlibat pertengkaran,
karena Térfmohon fidak mensyikiifi pendapaian Pemohon, fidak mMénghormafi
bahkan Pemohon diusir ?

2. Bahwa apakah benar Pemohon dengan Termochon telah berpisah tempat tinggal,
Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Februari 2017 ?

Menimbang, bahwa meéskipiin proses pemeriksaan perkara ini, dilakiikai
dengan acara verstek, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek
vang lex special (khusus) dan dalam rangkan mengetahui sipat-sipat pertengkaran,
maka pengadilan memandang periu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-
crang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah
tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon tetap dibebani bukti
saksi, bedasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahiin 1974;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Pemohon dan Termchon sebagai suami
istri, sesuai dengan permohonan Pemohon, maka untuk membuktikan dalil
permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0045/045/1/2017, tanggal 16 Januari 2017, yang
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dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten
Soppeng, dengan tanda bukti P:

Menimbang, bahwa di dalam biikti férsébiit diterangkan Pemohon dan
Termohon telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Ahad, pada tanggal 15 Januari
2017, oleh karena itu bukti otentik tersebut telah memenuhi syarat formif dan materiil
pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian
terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sesuai dengan ketentua pasal
285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menhadirkan
diia orang Saksi yang telan berumur dewasa, kediua orang saksi PemoRor fersebiif
telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, telah memberikan
keterangan dengan menyatakan, bahwa mengetahui sebab-sebab pertengkaran,
Pemohon dengan Termohon, sebagaimana diuraikan dimatas, juga kedua orang saksi
Pemohon mengetahui peristiawa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon,
selain itu kedua orang saksi mengetahui pula antara Pemchon dengan Termohon
telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Temohon sejak 10
bulan yang lalii;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi tersebut di atas, dihubungan
dengan materi pokok alasan perceraian Pemohon, yang menyatakan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena ulah Termohon yang
tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik serta sudah tidak saling
perduli, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemochon yang pergi
meninggaltkan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karéna ifu keterangan yang dibefikan saksi derigan
cara melihat, mendengar dan merasakan sendiri tentang keadaan rumah tangga
pemohon dan Termohon, maka keterangan tersebut, merupakan sumber pengetahuan
bagi saksi itu sendiri, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil
pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, bersesuaian satu
sama lain, bahkan telah mendukung dalil permohonan Pemohon serta memenuhi
ketentuan pasal pasal 308, 309 R.Bg;
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untuk rukun kembali dengan Termohon serta Pemohon telah bertekad menjatuhkan
talak terhadap Termohon, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon
menceraikan Tarmohon, Sehingga péfitum angka 2 dalam Sufaf permondnan
Pemohon tersebut, patut dikabulkan dan telah sesuai dengan maksud pasal 39 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan pula
dengan firman Allah yang terdapat di dalam Surah Al-Bagarah ayat 227, yang
berbunyi sebagai berikut :

e g i) b MY 138 g

Artinya :Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, makasungguh
Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui:

Menimbang, bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan bukanlah
putusan akhir, karena putusan tersebut baru merupakan putusan yang memberikan
izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon, Pemohon dan
Termohon akan dipanggil kembali setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap,
unfuk penyaksian ikrar talsk bagi Pemohon, dan memiérfintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk menyampaikan salinan penetapan perkara
ini, setelah Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, berdasarkan pasal
pasal 70 ayat (3), dan pasal 80 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989,
tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasai 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahin 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diiibah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 20016, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara

ini;
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Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran
2. Biaya ATK

3. Biaya Panggilan

4. Biaya Redaksi
5. Biaya Meterai

Panjtera Pengganti,

Rp 30.000,00
Rp 50.000,00
Rp 275.000,00
Rp 5.000,00
Rp  6.000.00

Jumiah

Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
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